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ABSTRAK

Rekonstruksi hukum pidana Indonesia menjadi kebutuhan mendesak seiring perubahan
paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju sistem yang lebih humanistik,
restoratif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Perkembangan tersebut menuntut landasan
filosofis yang mampu menjembatani nilai keadilan substantif dengan dinamika sosial modern.
Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi maslahah mursalah sebagai pendekatan
rekonstruktif dalam mengkaji pembaharuan hukum pidana Indonesia dari perspektif hukum
Islam. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif-normatif
melalui sintesis berbagai sumber ilmiah, meliputi artikel jurnal hukum Islam dan hukum pidana,
buku akademik, serta regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data dianalisis secara tematik dengan
menghubungkan konsep kemaslahatan dalam magqgasid syariah dengan perkembangan
paradigma pemidanaan modern seperti restorative justice, hukum progresif, dan alternatif
pemidanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip Maslahah Mursalah memiliki
kesesuaian substantif dengan arah reformasi hukum pidana nasional yang menekankan
perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Konsep kemaslahatan
mampu menjadi kerangka metodologis yang memperkuat legitimasi moral sekaligus efektivitas
sosial kebijakan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai kemaslahatan dalam
pembaharuan hukum pidana berpotensi membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang
lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Maslahah Mursalah, Hukum Pidana Indonesia, Restorative Justice

ABSTRACT
The reconstruction of Indonesian criminal law has become an urgent necessity alongside the
shift in penal paradigms from a retributive approach toward a more humanistic, restorative, and
socially beneficial system. This development requires a philosophical foundation capable of
bridging substantive justice with contemporary social dynamics. This study aims to analyze the
relevance of maslahah mursalah as a reconstructive approach in examining the reform of
Indonesian criminal law from the perspective of Islamic law. The research employs a
qualitative—normative literature review method through the synthesis of various scholarly
sources, including journal articles on Islamic law and criminal law, academic books, and
national legal regulations, particularly Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian
Criminal Code. The data were analyzed thematically by connecting the concept of public
benefit within magasid al-shari‘ah with the development of modern penal paradigms such as
restorative justice, progressive law, and alternative sentencing models. The findings indicate
that the principle of maslahah mursalah substantively aligns with the direction of national
criminal law reform, emphasizing community protection, offender rehabilitation, and victim
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restoration. The concept of public benefit serves as a methodological framework that
strengthens both the moral legitimacy and social effectiveness of criminal policy. This study
concludes that integrating the value of public benefit into criminal law reform has the potential
to develop a more just, proportional, and socially responsive criminal justice system in
Indonesia.

Keywords: Maslahah Mursalah, Indonesian Criminal Law, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan dinamika transformasi yang
signifikan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Reformasi tersebut menandai perubahan orientasi
sistem pemidanaan dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju
paradigma yang lebih humanistik dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Literatur hukum
pidana modern menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum
pelaku, melainkan juga melindungi masyarakat, memulihkan korban, serta mendorong
reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan
politik hukum nasional menuju sistem pemidanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan
sosial (Arafat, 2025).

Meskipun demikian, praktik hukum pidana Indonesia masih menghadapi berbagai
persoalan, seperti overkriminalisasi, kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta dominasi
pendekatan legalistik yang menekankan kepastian hukum formal dibanding keadilan substantif.
Kritik akademik menunjukkan bahwa sistem pemidanaan berbasis penghukuman sering kali
gagal menciptakan pemulihan sosial dan justru memperbesar jarak antara hukum dan rasa
keadilan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan pendekatan hukum yang
lebih berorientasi pada kemanfaatan sosial dan keseimbangan kepentingan antara negara,
pelaku, dan korban (Agustin & Sulchan, 2025). Dalam konteks tersebut, konsep maslahah
mursalah dalam hukum Islam menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab
kebutuhan rekonstruksi hukum pidana modern. Maslahah mursalah menempatkan
kemaslahatan umum sebagai dasar pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum berkembang secara adaptif terhadap
perubahan sosial sekaligus tetap menjaga legitimasi normatifnya. Kajian metodologi hukum
Islam menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan berfungsi sebagai instrumen rasional untuk
memastikan hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual (Suyaman,
2024).

Urgensi penelitian mengenai maslahah mursalah semakin kuat karena reformasi hukum
pidana Indonesia mulai mengadopsi pendekatan restorative justice dan pemidanaan alternatif
yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian
dengan prinsip sulh (perdamaian, rekonsiliasi) dalam hukum pidana Islam yang
mengedepankan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara damai. Sejumlah penelitian
menunjukkan bahwa model penyelesaian berbasis restoratif lebih efektif dalam menciptakan
keadilan sosial dibanding pendekatan konvensional yang bersifat punitif (Harsya & Triyantoro,
2025).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas konsep maslahah mursalah sebagai metode
istinbath hukum dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi Islam, kebijakan sosial, dan fatwa
keagamaan. Studi lain juga mengkaji relevansi magasid syariah dalam pembentukan kebijakan
hukum modern serta fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Selain itu,
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penelitian mengenai hukum pidana Indonesia telah menyoroti paradigma baru pemidanaan,
hukum progresif, serta penerapan prinsip insignifikansi dan alternatif sanksi dalam KUHP baru
(Zuhra & Nasution, 2025).

Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat sektoral dan belum
mengintegrasikan secara komprehensif antara konsep maslahah mursalah dengan rekonstruksi
hukum pidana Indonesia. Sebagian penelitian hanya membahas restorative justice atau maqgasid
al-syari‘ah secara normatif tanpa melakukan sintesis literatur yang menghubungkan perubahan
paradigma hukum pidana nasional dengan teori kemaslahatan secara sistematis. Akibatnya,
potensi maslahah mursalah sebagai paradigma metodologis dalam pembaharuan hukum pidana
nasional belum dianalisis secara mendalam (Hatta, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian melalui
kajian literature review yang mensintesiskan berbagai literatur hukum Islam dan hukum pidana
Indonesia untuk menganalisis relevansi maslahah mursalah sebagai pendekatan rekonstruksi
hukum pidana nasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah berupa
kerangka konseptual integratif yang menghubungkan nilai kemaslahatan dengan paradigma
pemidanaan modern, sehingga dapat memperkuat arah pembaharuan hukum pidana Indonesia
menuju sistem yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
(Nashir et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode literature review,
yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan sintesis berbagai literatur
ilmiah yang relevan dengan tema rekonstruksi hukum pidana Indonesia berbasis maslahah
mursalah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perkembangan konsep, argumentasi
teoritis, serta kecenderungan pemikiran akademik yang telah dikemukakan oleh para peneliti
sebelumnya tanpa melakukan penelitian lapangan. Melalui metode literature review, penelitian
ini berupaya mengidentifikasi pola pemikiran, menemukan keterkaitan antar gagasan, serta
membangun analisis konseptual yang komprehensif mengenai integrasi prinsip kemaslahatan
dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif,
konseptual, dan pendekatan maqgasid syariah. Pendekatan normatif digunakan untuk
menganalisis norma hukum pidana Indonesia, khususnya kebijakan pemidanaan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori maslahah mursalah sebagai metode
istinbath hukum dalam khazanah hukum Islam, sedangkan pendekatan magqasid syariah
digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi hukum pidana nasional selaras dengan tujuan
utama syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketiga pendekatan
tersebut digunakan secara integratif guna menghasilkan analisis yang bersifat filosofis
sekaligus normatif.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum sekunder yang meliputi artikel jurnal
nasional dan internasional yang relevan dengan hukum pidana dan hukum Islam, buku-buku
figh dan usul figh yang membahas konsep maslahah mursalah, serta regulasi hukum pidana
Indonesia sebagai kerangka normatif analisis. Pengumpulan literatur dilakukan melalui
penelusuran database akademik seperti Google Scholar, SINTA (Science and Technology
Index), serta Scopus untuk memperoleh sumber yang kredibel dan terindeks secara ilmiah.
Literatur yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui
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proses reduksi data, klasifikasi konsep, dan sintesis argumentatif guna menghasilkan
pemahaman yang sistematis mengenai rekonstruksi hukum pidana Indonesia dalam perspektif
kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 1. Sintesis Studi Literatur Landasan Konseptual Maslahah Mursalah dalam
Hukum Islam

No Penulis Fokus Kajian Temuan Pokok Kontribusi Teoretis
Tahun
o . Menguatkan  paradigma
1 Suyaman (2024) Fleksibilitas Maslahah 'sebagal kontekstual dalam istinbat
hukum Islam instrumen adaptasi hukum
hukum
Metodologi Maslahah ~ memperluas Legitimasi  rasionalitas
2 Usman (2020) maslahat ruang ijtihad muamalah  dalam hukum Islam
. Orientasi Hukum Islam berorientasi Penguatan dimensi
3 Yanti (2022) teleologis hukum perlindungan manusia magqasid

4 Muslim (2023) Epistemologi Maslahah sebagai dasar Integrasi norma  dan

maslahat kebijakan publik realitas sosial
5 Zuhra & Magqasid Maslahat relevan dalam Relevansi universal
Nasution (2025) kontemporer hukum modern magqasid
Ngabas, Muhajir, Maslahat harus nyata, L e
6 & Nursobah Batasan maslahat umum, dan tidak 3:21(;;2:381 validitas
(2025) bertentangan nash
Arisva & Kebijakan K.eblj.a.k an ‘pubhk dap at Aplikasi maslahat dalam
7 dilegitimasi melalui

Tamtowi (2022) pandemi hukum darurat

maslahat
Magqasid & Perlindungan jiwa ~dan Sinkronisasi magqasid
8 Hatta (2022) 4 . stabilitas sosial sebagai naq
hukum publik prioritas dengan hukum nasional

Hukum sebagai sarana Paralel antara maslahat &

9 AlArif(2019)  Hukum progresif keadilan substantif hukum progresif

Ropel (2022); Restorative Rekonsiliasi sosial Implementasi  maslahat

10 Nashir et al.. . o dalam penyelesaian
(2025) justice Islam sebagai tujuan hukum Konflik

Tabel 1 memperlihatkan kecenderungan literatur yang menempatkan maslahah
mursalah sebagai instrumen epistemologis yang memperluas ruang ijtihad dalam merespons
dinamika sosial. Secara teoretis, pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak
dipahami secara rigid berbasis tekstualitas semata, melainkan bergerak dalam kerangka tujuan
syariat (maqgasid al-syari‘ah) yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.
Literatur yang disintesis menunjukkan adanya integrasi antara dimensi normatif dan realitas
empiris, sehingga maslahat diposisikan sebagai mekanisme legitimasi kebijakan publik yang
tidak memiliki landasan eksplisit dalam nash, tetapi tetap sejalan dengan spirit syariat.
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Selain itu, kajian-kajian tersebut memperlihatkan adanya batasan metodologis yang
ketat agar maslahat tidak bersifat subjektif. Validitas maslahat ditentukan melalui kriteria
rasionalitas, universalitas, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dengan
demikian, literatur dalam tabel ini secara kolektif membangun fondasi konseptual bahwa
maslahah mursalah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang adaptif sekaligus
terkontrol dalam proses pembaruan hukum.

Tabel 2. Sintesis Studi Literatur Paradigma dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia

Implikasi  terhadap

No Penulis & Tahun Fokus Kajian Temuan Pokok . D
Reformasi Pidana

. Transformasi Pergeseran dari Orientasi kemanfaatan
I Muksin (2023) tujuan pemidanaan retributif ke korektif  sosial
2 Bego et al. (2025) Modemlgam Kea(.hla.n . .substantlf Pendekatan humanistik
hukum pidana menjadi prioritas
3 Agustin & Sulchan Dualisme keadilan Integrasi retributif dan Model pemidanaan
(2025) pidana restoratif hibrid
4 Arafat (2025) KUHP 2023 Refgrmam bfarba51s Modernisasi politik
perlindungan sosial hukum
5 Padang, Siregar, & Politik hukum Keseimbangan korban— Prinsip proporsionalitas
Rosmalinda (2024) pidana pelaku—negara P pTop
.. . Penyelesaian humanis . .
6 Flora (2023) Restorative justice lebih efektif Pemulihan relasi sosial
Harsya . Mengurangi Efisiensi sistem
/ Triyantoro (2025) Implementasi R overkriminalisasi peradilan
Arum & Maulidah Prinsip Dekriminalisasi perkara Proporsionalitas
8 L . . .
(2025) insignifikansi ringan pemidanaan
9 Nissa, Fathonah, & Rekonstruksi Pergeseran menuju Keadilan berbasis
Shafira (2025) keadilan KUHP hukum responsif kemaslahatan

Tabel 2 menggambarkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju
orientasi yang lebih humanistik dan korektif. Literatur yang dirangkum menunjukkan bahwa
pembaruan hukum pidana tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada paradigma pembalasan, tetapi
bergerak ke arah perlindungan sosial, pemulihan, serta proporsionalitas dalam pemidanaan.
Reformasi yang diidentifikasi dalam berbagai kajian menekankan pentingnya keseimbangan
antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem keadilan.

Selain itu, kecenderungan integrasi pendekatan restoratif memperlihatkan adanya upaya
untuk mengurangi overkriminalisasi dan memperkuat mekanisme penyelesaian berbasis
rekonsiliasi. Transformasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia sedang
bergerak menuju model yang lebih responsif terhadap nilai kemanfaatan sosial dan keadilan
substantif. Dengan demikian, sintesis literatur pada tabel ini memperkuat argumen bahwa
reformasi pidana nasional memiliki ruang dialog yang terbuka dengan pendekatan maslahat
dalam hukum Islam.
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Tabel 3. Sintesis Studi Literatur Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Maslahah

Mursalah
No Penulis & Aspek Analisis  Temuan Utama Relevansi Konseptual
Tahun
1  Suyaman (2024) ggzisiihat & hukum Jembatan teks dan realitas Kerangka rekonstruktif
2 Muslim (2023) [pistemologi  Maslahat sebagai metode | o 1o metodologis
hukum Islam rasional
3 Usman (2020) ljtihad Fleksibilitas dalam Adaptasi hukum modern
kontemporer muamalah

Perlindungan fundamental Orientasi perlindungan

4 Hatta (2022) Magasid & KUHP . .
manusia sosial

5 Ropei (2022) Restorative justice Rekonsiliasi sebagai tujuan Implementasi maslahat

Islam hukum praktis

6 Nashir et al. Integrasi RJ & Harmonisasi hukum Islam Konvergensi nilai
(2025) syariah & nasional keadilan

7 Arisva ‘ & Kebijakan darurat Fleksibilitas huk}lm demi Prinsip darurat berbasis
Tamtowi (2022) keselamatan publik maslahat

8 Al Arif (2019) Hukum progresif 1ukum _untuk Kesepadanan -~ maslahat

kesejahteraan manusia & progresivitas

Ariyani & Pembaharuan Fondasi filosofis

Sistem pidana humanistik

Marlina (2023) pidana kemanfaatan sosial

Tabel 3 memperlihatkan konvergensi konseptual antara teori maslahah mursalah dan
arah pembaruan hukum pidana modern. Literatur yang dihimpun menunjukkan bahwa prinsip
kemaslahatan dapat berfungsi sebagai jembatan antara norma keagamaan dan sistem hukum
nasional, khususnya dalam konteks penguatan pendekatan restoratif dan perlindungan hak asasi
manusia. Sintesis ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana berbasis maslahat tidak
berarti islamisasi hukum positif, melainkan integrasi nilai universal yang berorientasi pada
kesejahteraan publik.

Lebih lanjut, kajian yang dianalisis mengindikasikan bahwa kerangka maslahat
memiliki relevansi metodologis dalam merumuskan kebijakan pidana yang adaptif terhadap
perubahan sosial. Rekonstruksi hukum pidana berbasis maslahat memungkinkan terciptanya
sistem yang lebih proporsional, rasional, dan berorientasi pada kemanfaatan kolektif. Oleh
karena itu, tabel ini memperlihatkan bahwa integrasi nilai maslahat bukan hanya bersifat
normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam desain kebijakan pidana kontemporer.

Pembahasan
Landasan Konseptual Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam

Konsep maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbat hukum dalam hukum
Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai pertimbangan utama dalam penetapan
hukum ketika tidak ditemukan dalil tekstual yang secara eksplisit mengaturnya. Dalam
kerangka ushul figh, konsep ini lahir dari kebutuhan hukum Islam untuk tetap adaptif terhadap
dinamika sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Kajian menunjukkan bahwa
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maslahah mursalah berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas hukum yang memungkinkan
syariat merespons perubahan sosial secara rasional dan kontekstual (Suyaman, 2024; Usman,
2020).

Secara terminologis, maslahah mursalah dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak
secara tegas diakui maupun ditolak oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat.
Perspektif ini menempatkan maslahat sebagai orientasi substantif hukum, bukan sekadar
pelengkap normatif. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maslahat memperlihatkan
karakter hukum Islam yang bersifat teleologis, yakni berorientasi pada tujuan perlindungan
manusia dan kehidupan sosial (Yanti, 2022; Muslim, 2023).

Pemikiran klasik mengenai maslahat banyak dipengaruhi oleh konstruksi epistemologis
Imam al-Ghazali yang menempatkan kemaslahatan sebagai upaya menjaga lima tujuan utama
syariat (maqasid syariah), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam
perkembangan kajian kontemporer, konsep ini tidak hanya dipahami sebagai teori moral, tetapi
sebagai landasan metodologis pembentukan hukum publik dan kebijakan sosial (Zuhra &
Nasution, 2025; Muslim, 2023).

Perkembangan teori maslahat kemudian mengalami elaborasi melalui pemikiran ulama
setelah al-Ghazali, termasuk pendekatan yang lebih progresif sebagaimana dikemukakan oleh
al-Thufi dan ulama kontemporer. Perspektif ini menegaskan bahwa maslahat dapat menjadi
pertimbangan dominan dalam urusan muamalah dan kebijakan publik selama tidak
bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Analisis komparatif menunjukkan bahwa
pendekatan ini memperluas ruang ijtihad dalam menghadapi persoalan hukum modern (Usman,
2020). Dalam konteks metodologi hukum Islam, penggunaan maslahah mursalah tidak bersifat
bebas nilai, melainkan memiliki batasan ketat. Para ulama menetapkan bahwa maslahat harus
bersifat nyata, umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian mengenai
batasan maslahat dalam fatwa ekonomi Islam menegaskan bahwa validitas maslahat
bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan
kemaslahatan kolektif masyarakat (Ngabas, Muhajir, & Nursobah, 2025).

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa maslahah mursalah memiliki relevansi kuat
dalam pembentukan hukum sosial modern karena berfungsi sebagai jembatan antara teks
normatif dan realitas empiris. Dalam praktiknya, pendekatan maslahat memungkinkan hukum
Islam bertransformasi dari paradigma tekstual menuju paradigma kontekstual tanpa
menghilangkan legitimasi religiusnya. Hal ini menjadikan maslahat sebagai instrumen penting
dalam pengembangan hukum responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Suyaman, 2024).
Dalam perspektif hukum publik, maslahah mursalah sering digunakan untuk menilai kebijakan
negara yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Studi mengenai
kebijakan pembebasan narapidana pada masa pandemi menunjukkan bahwa pertimbangan
maslahat dapat menjadi dasar legitimasi kebijakan hukum sepanjang bertujuan melindungi
keselamatan publik dan menghindari mudarat yang lebih besar (Arisva & Tamtowi, 2022).

Keterkaitan antara maslahah mursalah dan maqasid syariah menunjukkan bahwa
hukum Islam memiliki orientasi perlindungan sosial yang sejalan dengan konsep keadilan
modern. Dalam konteks ini, maslahat tidak hanya dipahami sebagai manfaat praktis, tetapi
sebagai mekanisme menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum. Perspektif maqasid menegaskan bahwa hukum harus diarahkan pada terciptanya
kemaslahatan universal manusia (Hatta, 2022).

Literatur kontemporer juga memperlihatkan bahwa konsep maslahat memiliki
kedekatan dengan pendekatan hukum progresif yang menekankan hukum sebagai sarana
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mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini menolak legalisme sempit dan mendorong
interpretasi hukum yang berpihak pada kemanfaatan sosial. Dengan demikian, maslahat dapat
dipahami sebagai konsep yang paralel dengan gagasan hukum progresif dalam tradisi hukum
modern (Al Arif, 2019).

Selain itu, integrasi konsep maslahat dalam penyelesaian perkara pidana melalui
pendekatan restoratif menunjukkan kompatibilitas antara hukum Islam dan perkembangan
sistem hukum kontemporer. Studi mengenai restorative justice berbasis nilai Islam
menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan sosial dan harmoni
masyarakat mencerminkan implementasi prinsip maslahat dalam praktik hukum (Ropei, 2022;
Nashir, Harefa, & Ghufron, 2025).

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, dapat dipahami bahwa maslahah mursalah
bukan sekadar konsep teoritis dalam ushul figh, melainkan paradigma metodologis yang
memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan hukum
modern. Konsep ini menyediakan dasar filosofis bagi rekonstruksi hukum yang berorientasi
pada perlindungan manusia, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, sehingga relevan
dijadikan kerangka analisis dalam pengembangan hukum pidana kontemporer (Suyaman, 2024;
Hatta, 2022).

Paradigma dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemaslahatan

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya transformasi paradigma
dari pendekatan legalistik-retributif menuju sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada
kemanfaatan sosial dan keadilan substantif. Literatur hukum pidana modern menegaskan bahwa
hukum tidak lagi semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga
keseimbangan sosial serta memulihkan hubungan masyarakat yang terganggu akibat tindak
pidana. Perubahan orientasi ini menunjukkan adanya pergeseran menuju paradigma hukum
yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam (Muksin, 2023; Bego et al.,
2025). Dalam sejarahnya, sistem hukum pidana Indonesia banyak dipengaruhi oleh paradigma
retributive justice yang menempatkan pidana sebagai balasan atas kesalahan pelaku. Namun,
kritik akademik menunjukkan bahwa pendekatan tersebut sering gagal menciptakan efek
pemulihan sosial dan justru menimbulkan overkriminalisasi serta kepadatan lembaga
pemasyarakatan. Kajian dualisme keadilan pidana menunjukkan bahwa sistem modern mulai
bergerak menuju integrasi antara keadilan retributif dan restoratif sebagai bentuk penyesuaian
terhadap kebutuhan masyarakat (Agustin & Sulchan, 2025).

Transformasi paradigma ini semakin terlihat dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang memperkenalkan pendekatan pemidanaan alternatif.
Reformasi tersebut menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, rehabilitasi
pelaku, dan pemulihan korban. Literatur menunjukkan bahwa perubahan ini merupakan bentuk
modernisasi hukum pidana nasional yang menempatkan kemanfaatan sebagai orientasi utama
kebijakan pemidanaan (Arafat, 2025; Padang, Siregar, & Rosmalinda, 2024).

Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya
menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan, resosialisasi, serta
reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran menuju
model pemidanaan korektif yang berorientasi pada perbaikan individu dan stabilitas sosial.
Dalam perspektif kemaslahatan, orientasi tersebut selaras dengan prinsip perlindungan
kehidupan sosial dan pencegahan kerusakan (daf" al-mafsadah) (Muksin, 2023).
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Konsep restorative justice menjadi salah satu indikator penting perubahan paradigma
hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini menekankan dialog antara pelaku, korban, dan
masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan relasi sosial. Penelitian
menunjukkan bahwa restorative justice mampu menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih
humanis dan berorientasi pada kemanfaatan bersama dibandingkan sistem peradilan
konvensional (Flora, 2023; Harsya & Triyantoro, 2025). Dalam perspektif hukum Islam,
pendekatan restorative justice memiliki kesesuaian dengan konsep sulh (perdamaian,
rekonsiliasi) dan prinsip kemaslahatan yang mengedepankan rekonsiliasi sosial. Kajian hukum
pidana Islam menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui perdamaian dan pemulihan
hubungan sosial merupakan tujuan utama penegakan hukum, bukan sekadar pemberian
hukuman. Hal ini memperlihatkan adanya titik temu antara reformasi hukum pidana Indonesia
dan nilai-nilai maslahat dalam syariat (Ropei, 2022; Nashir, Harefa, & Ghufron, 2025).

Selain restorative justice, pembaruan hukum pidana juga memperkenalkan prinsip
insignifikansi yang memungkinkan penghentian perkara terhadap pelanggaran ringan yang
tidak menimbulkan dampak sosial signifikan. Prinsip ini menunjukkan adanya pendekatan
proporsionalitas dalam pemidanaan yang mempertimbangkan manfaat sosial daripada sekadar
kepastian formal hukum. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip maslahat yang menolak
penerapan hukuman yang berlebihan (Arum & Maulidah, 2025).

Paradigma kemaslahatan dalam hukum pidana juga dapat dilihat melalui pendekatan
hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai kesejahteraan manusia.
Hukum progresif menolak positivisme hukum yang kaku dan menekankan pentingnya nilai
kemanusiaan serta keadilan substantif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini secara
konseptual memiliki kesesuaian dengan prinsip maslahah mursalah yang menjadikan
kemanfaatan sebagai orientasi hukum (Al Arif, 2019). Dari sudut pandang Magqasid al-Syariah,
pembaharuan hukum pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan perlindungan terhadap
kepentingan fundamental manusia. Analisis terhadap RKUHP dalam perspektif maqasid
menegaskan bahwa tujuan hukum pidana modern semakin mengarah pada perlindungan jiwa,
harta, dan stabilitas sosial, yang merupakan bagian dari tujuan universal syariat Islam (Hatta,
2022).

Literatur terbaru juga menekankan bahwa rekonstruksi keadilan dalam KUHP Baru
mencerminkan perubahan politik hukum nasional menuju sistem pemidanaan yang lebih
humanistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan filosofis ini
menempatkan hukum pidana sebagai instrumen rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan
keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Dengan demikian, orientasi
kemaslahatan menjadi landasan implisit dalam pembentukan kebijakan pidana nasional (Nissa,
Fathonah, & Shafira, 2025).

Berdasarkan sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa paradigma hukum pidana
Indonesia sedang bergerak menuju model pemidanaan berbasis kemanfaatan sosial yang secara
substansial selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Transformasi dari sistem
retributif menuju pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan proporsional menunjukkan bahwa
tujuan hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, melainkan
pada pencapaian keseimbangan sosial, perlindungan manusia, dan keadilan substantif sebagai
manifestasi nilai kemaslahatan dalam sistem hukum nasional (Arafat, 2025; Bego et al., 2025).
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Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia Berbasis Maslahah Mursalah

Rekonstruksi hukum pidana Indonesia merupakan kebutuhan mendesak seiring
perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan humanistik dan
berkeadilan sosial. Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai
kemanusiaan, keadilan restoratif, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta
masyarakat. Transformasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis karena
menuntut dasar legitimasi moral yang lebih kontekstual. Dalam konteks ini, konsep maslahah
mursalah menjadi relevan sebagai pendekatan rekonstruktif yang mampu menjembatani
kebutuhan sosial modern dengan nilai keadilan substantif dalam hukum (Arafat, 2025; Bego et
al., 2025).

Secara teoritis, maslahah mursalah merupakan metode istinbath hukum yang
berorientasi pada kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
Konsep ini berkembang dalam pemikiran ulama seperti Imam al-Ghazali dan diperluas oleh
pemikir kontemporer yang menekankan fleksibilitas hukum terhadap perubahan sosial.
Maslahah berfungsi sebagai instrumen rasional untuk memastikan hukum tetap relevan dengan
kebutuhan manusia dan tujuan syariat (maqgasid syariah). Oleh karena itu, pendekatan ini
memungkinkan hukum berkembang secara adaptif tanpa kehilangan legitimasi normatifnya
(Muslim, 2023; Usman, 2020; Suyaman, 2024). Dalam kerangka hukum Islam, maslahah
mursalah berorientasi pada perlindungan lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Prinsip tersebut memberikan dasar filosofis bagi pembentukan kebijakan
hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kerusakan. Studi
mengenai konsep maslahah dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa pendekatan ini
memiliki karakter universal dan dapat diterapkan dalam sistem hukum modern, termasuk
hukum pidana nasional (Yanti, 2022; Zuhra & Nasution, 2025).

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari
paradigma retributif menuju paradigma korektif dan restoratif. Sistem pemidanaan tidak lagi
semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga rehabilitasi pelaku serta pemulihan
korban. Dualisme antara keadilan retributif dan restoratif menjadi diskursus penting dalam
pembaharuan hukum pidana nasional. Pergeseran ini selaras dengan prinsip maslahah mursalah
yang menempatkan kemanfaatan sosial sebagai tujuan utama hukum (Agustin & Sulchan, 2025;
Muksin, 2023).

Pendekatan restorative justice menjadi salah satu manifestasi konkret nilai
kemaslahatan dalam hukum pidana Indonesia. Restorative justice menekankan dialog,
pemulihan hubungan sosial, serta penyelesaian konflik secara damai dibanding penghukuman
semata. Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep ini memiliki kesesuaian dengan prinsip
sulh dan rekonsiliasi sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial. Hal ini
menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum pidana berbasis kemaslahatan memiliki legitimasi
baik secara yuridis maupun teologis (Ropei, 2022; Nashir et al., 2025).

Implementasi restorative justice dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya
pada tindak pidana ringan, memperlihatkan efektivitas pendekatan non-punitif dalam
mengurangi over-criminalization dan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Kajian empiris
menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis pemulihan lebih mampu menciptakan rasa keadilan
bagi korban dan masyarakat dibanding pendekatan konvensional. Perspektif ini selaras dengan
prinsip maslahah mursalah yang menekankan manfaat nyata daripada formalitas hukuman
(Harsya & Triyantoro, 2025; Flora, 2023).
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Kebijakan pembebasan narapidana tertentu selama pandemi Covid-19 menjadi contoh
penerapan kebijakan hukum berbasis kemaslahatan. Kebijakan tersebut mempertimbangkan
aspek keselamatan jiwa dan kepentingan publik sebagai prioritas utama dibanding penerapan
hukum secara kaku. Analisis berbasis maslahah mursalah menunjukkan bahwa fleksibilitas
kebijakan hukum dalam kondisi darurat merupakan bentuk ijtihad hukum yang sah demi
menjaga kemaslahatan kolektif (Arisva & Tamtowi, 2022).

Selain itu, prinsip insignifikansi dalam KUHP baru memperlihatkan upaya
dekriminalisasi terhadap perbuatan yang memiliki dampak sosial kecil. Pendekatan ini
menggeser orientasi hukum pidana dari penghukuman formal menuju proporsionalitas dan
efisiensi keadilan. Dalam perspektif maslahah mursalah, kebijakan tersebut mencerminkan
prinsip penghindaran mudarat yang lebih besar akibat kriminalisasi berlebihan (Arum &
Maulidah, 2025).

Pendekatan hukum progresif juga memperkuat relevansi maslahah mursalah dalam
pembaharuan hukum pidana. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana mencapai
keadilan substantif, bukan sekadar aturan tekstual. Orientasi ini sejalan dengan gagasan
kemaslahatan yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama hukum. Dengan
demikian, integrasi antara hukum progresif dan maslahah mursalah membuka ruang
rekonstruksi hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial (Al Arif, 2019).

Reformasi KUHP 2023 juga menunjukkan perubahan tujuan pemidanaan menuju
keseimbangan antara perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban.
Paradigma baru ini menandai transformasi politik hukum pidana Indonesia yang lebih humanis
dan berorientasi sosial. Perspektif maqgasid syariah memperkuat bahwa hukum pidana ideal
bukan sekadar alat penghukuman, melainkan instrumen menjaga kemaslahatan umum dan
stabilitas sosial (Hatta, 2022; Padang et al., 2024).

Berdasarkan sintesis literatur, rekonstruksi hukum pidana Indonesia berbasis maslahah
mursalah menunjukkan relevansi konseptual dan praktis dalam menjawab tantangan sistem
peradilan modern. Pendekatan ini mampu mengintegrasikan nilai keadilan restoratif, hukum
progresif, serta tujuan pemidanaan baru dalam satu kerangka filosofis yang berorientasi pada
kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, maslahah mursalah tidak hanya berfungsi sebagai konsep
teoretis dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma metodologis yang potensial dalam
membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat (Nissa et al., 2025; Ariyani & Marlina, 2023).

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa maslahah mursalah memiliki relevansi konseptual dan
metodologis sebagai pendekatan rekonstruksi hukum pidana Indonesia di tengah perubahan
paradigma pemidanaan modern. Maslahah Mursalah dapat menjadi dasar analisis hukum
pidana terjawab melalui temuan bahwa prinsip kemaslahatan sejalan dengan arah pembaharuan
hukum pidana nasional yang bergerak dari pendekatan retributif menuju model yang
humanistik, restoratif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Reformasi hukum pidana,
khususnya melalui KUHP baru, memperlihatkan adanya kesesuaian substansial dengan tujuan
perlindungan manusia, pemulihan sosial, serta keseimbangan antara kepentingan pelaku,
korban, dan masyarakat yang merupakan inti dari Magqasid al-Syariah.

Sintesis literatur menunjukkan bahwa integrasi antara konsep maslahah mursalah,
restorative justice, hukum progresif, dan tujuan pemidanaan modern membentuk kerangka
filosofis baru yang mampu mengatasi keterbatasan pendekatan legalistik-positivistik. Temuan
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utama penelitian ini menegaskan bahwa kemaslahatan tidak hanya berfungsi sebagai konsep
normatif dalam hukum Islam, tetapi juga dapat menjadi paradigma evaluatif dalam
merumuskan kebijakan pidana yang lebih proporsional, adaptif, dan berkeadilan substantif.
Dengan demikian, rekonstruksi hukum pidana berbasis kemaslahatan berpotensi memperkuat
legitimasi moral sekaligus efektivitas sosial sistem peradilan pidana Indonesia.
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